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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam
Penerbangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana Deskripsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb
Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan? 2) Bagaimana Analisis Tindak Pidana Bomb Joke/
Bomb Threat Dalam Penerbangan Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam?

Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunkan metode
penelitian kualitatif yaitu meneliti bahan kepustakaan (library research) atau data sekunder
yang meliputi buku-buku, norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan,
kaedah hukum dan sistematika hukum. Sifat penelitian penulisan ini yaitu konten analitis
yaitu maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperolen gambaran secara rinci dan
sistematis tentang permasalahan, peristiwa ataupun fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya sebuah pertanggungjawaban lekat
dengan adanya petama ; Perbuatan Yang dilarang (Criminal Conduct), kedua ;
Pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku. Konsep pertanggungjawan dapat berbentuk
sengaja (opzet) dan lalai (culpa), dan tentu saja jika membahas tentang keduannya kita juga
sedang membicarakan tentang pertanggungjawaban yang merupakan dasar fundamental
dalam suatu hukum pidana. Selanjutnya dasar hapusnya pidana dapat dibagi menjadi dua
yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Dalam Hukum Pidana Islam suatu dikatakan
melawan hukum adalah yang pertama ; Sengaja (Al-Amdu), kedua ; Menyerupai Sengaja
(Syibhul ‘Amdi), ketiga ; (Al-Khata’).

Pertanggungjawaban tindak pidana bomb joke/ bomb threat dalam penerbangan ini
sejatinya adalah sebuah kelakar/ gurauan yang berlebihan. Karena sejatinya gurauan ini
menyangkutpahutkan istilah alat peledak yang akan menimbulkan kekacauan yang besar
karena bersifat ancaman. Konsekuensi atas tindakan tersebut sejatinya bukan merupakan
tindakan spontan, bahkan tindakan tersebut bersifat abuse karena adanya suatu proses berfikir
ketika hendak melakukan hal tersebut. Maka dijelaskan pada pasal 344 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur tindakan-
tindakan yang bersifat membahayakan keselamatan penerbangan. Lalu tindakan tersebut
dapat dikategorikan sebagai tindakan menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan, dimana disampaikan hukumnya secara rinci pada pasal 437
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Jika dinilai dari sifatnya serta motif terjadinya tindakan tersebut bisa dikatakan
bahwa tindakan tersebut termasuk sebagai Ghibah yaitu dengan menyebarkan berita palsu
yang dimana sanksi bagi pelaku dalam Hukum Pidana Islan ini adalah Ta’zir yang berarti
hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadist, yang dimana hukuman tersebut
harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dewasa ini dengan semakin maraknya
tindakan yang seperti ini, maka disitulah penulis menganggap bahwa tindakan ini harus
ditangani dengan serius dan tegas
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek terpenting dalam usaha pemanfaatan ruang udara Indonesia
adalah dengan mengembangkan kekuatan negara di ruang udara dengan
semaksimal mungkin agar dapat diandalkan. Angkutan udara menjadi suatu faktor
penting dari kekuatan negara, bukan hanya berfungsi sebagai sarana komersial
saja, hamun juga sebagai sarana untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian
politis. Dan juga, sarana angkutan udara juga berperan penting untuk membantu
kelancaran efektifitas pemerintahan dan sarana untuk mendorong lajunya
pembangunan. Karena jika dipandang dari aspek geografis penting kiranya untuk
memobilisasi komunikasi perdagangan mengingat Indonesia terdiri dari belasan

ribu pulau agar akses antar-Kepulauan Nusantara menjadi lebih cepat dan efektif.

Namun, dalam kaitannya hagemoni pembangunan angkutan udara ini teringat
akan terror yang senantiasa mengarunginya. Sejarah telah berbicara mengenai
catatan kelam dunia terorisme didalam lingkungan penerbangan. Peristiwa
pengeboman gedung kembar World Trade Center (WTC) dan Pentagon di New
York Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001 merupakan salah satu

contoh kebrutalan aksi terorisme dalam penerbangan.

Setelah peristiwa itu terjadi, Amerika Serikat seperti merasakan pukulan telak

atas supremasi sebagai negara adidaya yang kini Amerika Serikat semakin



concern and aware dengan meresponnya dengan slogan “War Against
Terrorism”. Atas peristiwva pengeboman WTC dan Pentagon, serta respon
Amerika Serikat tersebut mejnjadi titik awal dunia yang menjadikan terorisme
sebagai ancaman keamanan yang serius, sekaligus meruntuhkan hagemoni
Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya (The Only Superpower )
meskipun respon atas hagemoni Amerika Serikat tersebut cenderung bersifat
represif, bahkan cenderung mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang

menjadi agenda politik dunia sebelumnya.

Kesadaran dunia akan bahaya terorisme ini ditunjukkan dengan keberadaan
beberapa konvensi internasional tentang terorisme, seperti International
Convention and Suppression of Terrorism (1937), International Convension for
the Suppression of Terrorist Bombing (1997), dan International Convention for
the Suppression of Financing of Terorism (1999). Di samping itu, Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan Declaration on Measures to
Eliminate International Terrorism (1994) dan Declaration to Supplement the
1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism (1996).
Indonesia juga menunjukan eksistensinya untuk keseriusan memerangi terorisme,
Indonesia telah meratifikasi International Convension for the Suppression of
Terrorist Bombing dengan UU Nomor 5 Tahun 2006, dan International
Convention for the Suppression of Financing of Terorism dengan UU Nomor 6

Tahun 2006.1

L Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Yogyakarta: Graha IImu, 2012), 2.



Dengan adanya sejarah kelam tersebut, maka kini dalam menegakkan
Standart Operation Procedure (SOP) dilakukan dengan sangat ketat dan selektif
bahkan pemeriksaan penumpang pun dilakukan berlipat-lipat, baik pemeriksaan
penumpang maupun barang bawaan. Hal ini dilakukan karena maskapai tidak
ingin berspekulasi dan mencoba menghindari resiko sekecil apapun yang timbul
dari penumpang yang dapat membahayakan penerbangan. Kini pihak maskapai
tidak ingin berkompromi dengan ancaman terhadap penerbangan, baik muncul
karena dari kesengajaan maupun muncul dari ketidak sengajaan yang ditimbulkan
oleh penumpang seperti yang terbaru, penumpang dilarang untuk membawa
powerbank dalam penerbangan karena beresiko untuk meledak. Karena ancaman
penerbangan sendiri kadang muncul dari pihak yang sengaja mengincar pesawat

untuk kejahatan tertentu seperti terorisme.

Bahkan kini muncul permasalahan yang dinamakan bomb joke atau juga yang
biasa disebut dengan bomb threat. Tindakan bomb joke atau bomb threat ini
sebenarnya sederhana karena sejatinya tindakan tersebut adalah tindakan gurauan
seolah-olah membawa alat peledak atau bom dalam pesawat. Kejadian ini sering
terjadi bukan hanya di luar negeri namun di Indonesia kasus ini juga sampai
masuk ke ranah hukum seperti kasus yang dialami oleh Frantinus Niringi yang
merupakan seorang penumpang pesawat lion Air JT 687. Berdasarkan putusan
Nomor: 321/Pid.B/2018/PN Mpwn Frantinus Niringi terbukti secara sah
melakukan tindak pidana menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan dengan ketentuan Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.



Meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum
tersebut, jika berbicara tentang tindak pidana maka tidak dapat dilepaskan dengan
apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana (Criminal Responsibility).
Sebab untuk mengetahui niat atau kesengajaan dalam KUHP, perlu terlebih
dahulu mengetahui unsur kesalahan dalam tindak pidana itu sendiri yang include
dalam unsur kesalahan sebagai unsur subyektif yang melekat pada pelaku tindak
pidana. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Asas
kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi geen straf zonder schuld artinya tidak
ada pidana tanpa kesalahan. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipidana

kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan.

Dalam  hal ini harus  dibuktikan  agar  seseorang  dapat
mempertanggunjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, karena pada unsur
kesalahan inilah terletak niat dan kesengajaan. Dengan adanya peraturan pidana,
maka seuau perbuatan yang dianggap melanggar hukum akan dapat dikenakan
sanksi pidana yang dimana harus memenuhi dua unsur, yaitu actus reus (physical
element) atau unsur esensial suatu kejahatan dan mens rea (mental element), yaitu
keadaan sikap batin. Aliran dualisme menyatakan, bahwa actus reus-lah yang
merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban
pembuat.? Secara singkat dalam doktrin mens rea ini terdapat unsur subjektif yang

mengacu kepada pelaku kejahatan sehingga pelaku tersebut dapat dimintai

2 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 35.



pertanggungjawaban pidana yang ditentukan berdasarkan kesalahan pada pelaku

dan bukan hanya terpenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana.®

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atas berwenang
untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap
untuk bertindak dalam hukum. Jadi, pada dasarnya yang menjadi subjek hukum
adalah manusia.* Dapat dipahami jika hukum mengatur segala tingkah laku
manusia, berarti kasus yang dialami oleh pelaku bomb joke itu sendiri harus

dipahami pula peristiwa sebab dan akibat yang dimaksud dengan teori causalitas.®

Dalam ajaran Islam juga melarang untuk menyebarkan berita tentang
keburukan seseorang atau golongan tertentu (ghibah). Apalagi menyebarkan
berita yang tidak terbukti kebenarannya (fitnah). Islam senantiasa menyeru pada
umatnya untuk berperilaku berdasarkan pada tatanan hukum yang disepakati. Tata
aturan hukum Islam tersebut adalah ketentuan hukum yang didapat dari al-Qur’an

dan Hadis yang disebut dengan shari.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

G e 15 at sy B3 10 \Wuwb%f’&d\\}w\u;.ﬂ\\éj\
u:x:\ia/

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika dating kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu

3 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),
40.

4 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat. (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2017), 58.

> E. Ultrech, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk
Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum (Surabaya:
Pustaka Tirta Mas, 2000), 38.



tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaan suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu ”.(QS. Al-
Hujurat : 6).°

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman berjalam
mengikuti desas-desus. Allah menyeru kaum mukminin memastikan kebenaran
berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu
benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan sesuai dengan fakta. Maka
kita harus benar-benar jeli memilah dan mengolah kebenaran atas suatu berita

tersebut.

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syara’ diharapkan seseorang
tidak dengan mudah dan seenaknya berbuat jarimah dan apabila melakukannya
akan mendapatkan konsekuensi pertanggungjawaban sesuai perbuatan yang
dilakuannya. Dengan demikian tujuan hukum Islam ditegakkan untuk melindungi
lima hal yang disebut dengan maslahah darurii, yaitu din (untuk perlindungan
terhadap agama), nafs (jiwa), nasl (keturunan), ‘ag/ (akal). Dan ma@l (harta

benda).’

Pada tujuan akhirnya, target yang ingin di peroleh dari berbagai aturan
tersebut adalah demi terciptanya tatanan yang berkeadilan, aman dan tentram.
Oleh karena itu didalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur
seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah

represif dan preventif dalam mewujudkan syariat tersebut.

® Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Semarang: CV. Toha Putra, 1971), 846.
" Abdul Wahab Khallaf, IImu Ushul Figih, (Semarang: Dina Utama, 1994), 310



B.

Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi

permasalahannya sebagai berikut:

1. Di masyarakat yang sering terjadi tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat dalam
penerbangan.

2. Unsur-Unsur tindak pidana Bomb Joke/ Bomb Threat dalam Pasal 437 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan.

3. Praktik tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat dalam penerbangan.

4. Prosedur penegakan hukum acara pidana untuk mengetahui niat dan
kesengajaan sebagai pertanggungjawaban atas tindakan Bomb Joke/Bomb
Threat.

5. Deskripsi tentang pertanggungjawaban pidana Bomb Joke/ Bomb Threat dalam
penerbangan.

6. Sanksi atas tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat menurut hukum positif dan
hukum pidana Islam.

7. Pertanggungjawaban pidana atas tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat dalam

penerbangan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka
penulis mengaggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian tidak
melebar dari pokok pembahasan. Dengan demikian penulis membatasi

permasalahan tersebut menjadi:



1. Deskripsi tentang pertanggungjawaban pidana Bomb Joke/ Bomb Threat
dalam Penerbangan.
2. Pertanggungjawaban pidana Bomb Joke/ Bomb Threat menurut Hukum

Positif dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas,
maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu:
1. Bagaimana Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb
Threat Dalam Penerbangan?
2. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam

Penerbangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah
pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa
kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari

kajian/ penelitian yang telah ada.®

Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini menarik untuk dikaji,
olenh karena itu penulis mencantumkan beberapa kajian/ penelitian yang

pembahasannya berkaitan dengan skripsi penulis yaitu:

8 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.



1. Kajian yang ditulis olen Benny Sumardiana dari Universitas Negeri
Semarang dengan Judul “Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam
Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme”. Dalam kajian ini,
penulis mengangkat tema Bomb Joke yang sama, akan tetapi yang
membedakan adalah penulis kajian tersebut membahas mengenai analisis
yuridis larangan bomb Joke dalam penerbangan guna menanggulangi resiko
terorisme. Sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas mengenai

pertanggungjawaban pidana atas tindakan Bomb Joke dalam penerbangan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh
penulis melalui penelitian yang dilakukannya. Dengan demikian tujuan dari

penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui deskripsi dari pertanggungjawaban pidana atas tindakan
Bomb Joke/ Bomb Threat dalam Penerbangan.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan Bomb Joke/
Bomb Threat dalam penerbangan menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana

Islam.
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F. Kegunaan Hasil Penulisan

Dalam setiap suatu penelitian, diharapkan mampu memberi manfaat bagi
semua pihak yang membacanya. Dengan demikian manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis (Keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan tentang ilmu hukm, khususnya dalam hal pertanggungjawaban
pidana Bomb Joke/ Bomb Threat dalam penerbangan menurut Hukum Positif

dan Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua
aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim untuk menerapkan
Undang-Undang khususnya Undang-Undang Tentang Penerbangan dengan

semaksimal mungkin tanpa pandang bulu.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah para pembaca untuk lebih memahami beberapa kata
yang asing, dan supaya tidak terjadi multitafsir. Maka penulis akan menjelaskan
kata-kata yang dirasa asing bagi telinga pembaca sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana : suatu hal yang dilakukan oleh seorang tindak

pidana yang melakukan kejahatan sehingga dia dipidanakan
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2. Bomb Joke atau Bomb Threat : Menurut bahasa kedua istilah tersebut adalah
sama. Kalimat tersebut merupakan candaan bom, namun penggunaan kalimat
tersebut adalah istilah dari bahasa penerbangan yang berupa ancaman berupa
bom di dalam penerbangan.®

3. Penerbangan : Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara,
navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta
fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.°

4. Hukum Positif : pebuatan yang dilarang dari suatu aturan hukum negara yang
menimbulkan undang-undang tersendiri yang mengatur dalam ruang lingkup
Hukum Indonesia

5. Hukum Pidana Islam : aturan yang mengatur suatu perbuatan yang dijelaskan
dalam dalil-dalil qur’an dan hadist yang dapat menjelaskan suatu

permasalahan yang akan dikaji.

. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ataupun langkah yang dilakukan oleh
peneliti guna untuk mengumpulkan data dan informasi sehingga ketika melakukan
investigasi pada data tersebut dapat memberikan pemahaman yang komperhensif

tentang penelitian itu sendiri.

% https://en.wikipedia.org/wiki/Bomb_threat. Diakses pada 26-10-2019, pukul 09:09 WIB.
10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 1 angka 1.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif,

yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi
buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika
hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum
lainnya. Sifat penelitian penulisan ini yaitu konten analitis. Bersifat deskriptif
maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan
sistematis tentang permasalahan, peristiwa ataupun fenomena yang diteliti.!*

2. Data penelitian yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan
peristiwa ataupun fenomena-femomena yang terjadi atas tindakan Bomb
Joke/Bomb Threat dalam penerbangan. Data-data tersebut dikumpulkan
sehingga dapat membahas mengenai pertanggungjawaban tindak pidana
bomb joke/bomb threat dalam penerbangan menurut Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam.

3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian ini deperolenh dengan mengumpulkan data

sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen terhadap bahan
kepustakaan (Library Research) untuk memperluas pembahasan melalui
pengumpulan data primer. Berdasarkan kekuatan mengikatnya bahan hukum
untuk memperoleh data terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Sumber Primer

' lbrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media
Publishing, 2005), 3.
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Merupakan bahan hukum vyang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-

undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.?
Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2) Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
3) Figh Jinayah

b. Sumber Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen resmi.'® Data yang digunakan penulis
dalam bentuk dokmen berupa buku-buku literatur yang ada hubungannya

dengan msalah yang dibahas penulis, antara lain:

1) A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika,
1995.

2) Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, Surabaya: Pustaka
Idea, 2015.

3) M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana, Bandung: PT. Refika

Aditama, 2012.

12 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo,
2004), 29.

13 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo,
2004), 29.
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5)

6)

7)

8)
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K. Martono, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Kamus hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 321/Pid.B/2019/PN
Mpw

Ensiklopedia.

Jurnal, artikel, koran, media massa yang menunjukkan bahwasanya
tindakan bomb joke/bomb threat dalam penerbangan ini benar-benar

terjadi dan bukan merupakan berita bohong.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

dokumentasi, yakni cara yang digunakan adalah dengan pengumpulan data

dengan penggalian bahan-bahan pustaka (Library Research) yang ditulis

oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana

Islam mengenai bahasan pertanggungjawaban atas tindakan bomb joke/ bomb

threat.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber kemudian

diolah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari

segi kelengkapan, validitas, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian
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antara data primer dan data sekunder’* yang berkaitan tentang
pertanggungjawaban tindakan bomb joke/ bomb threat.

b. Organizing, menyusun data secara sistematis yang telah penulis peroleh
dalam suatu kerangka paparan untuk melengkapi seluruh data analisis
pertanggungjawaban tindakan bomb joke/ bomb threat.

c. Analysing, memberikan analisis atas pertanggungjawaban tindakan bomb
joke/ bomb therat.

6. Teknik Analisis Data
a. Teknik Analisis Isi
Yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan penelitian yang
bersifat pembahasan mendalam mengenai segala informasi baik tertulis
maupun tercetak dalam media massa. Segala fenomena yang terdapat
pada berbagai data informasi tertulis maupun tercetak dalam media
massa tentang pertanggungjawaban atas tindakan bomb joke/ bomb threat
dalam penerbangan itulah yang kemudian dari keseluruhan tersebut
dianalisa dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu metode yang membahas persoalan yang dimulai dengan
memaparkan hal-hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi

suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil peneltian ini.

14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: PT. SInar Grafika, 1996), 50.
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Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, maka sistematika yang disajikan
terbagi ke dalam beberapa bab, yang masing masing terdiri dari beberapa sub bab
dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan
latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan
penetian, penegasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua menyajikan data tentang dasar hukum pertanggungjawaban pidana
dan penegakan hukum secara konkret. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan
mulai dari pengertian pertanggungjawaban pidana, konsep pertanggungjawaban
pidana, hingga hapusnya pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan
hukum pidana Islam.

Bab ketiga membahas tentang hasil penyajian data yang memaparkan
deskripsi serta sanksi atas terjadinya tindakan bomb joke/ bomb threat.

Bab keemapat berisi tentang analisis pertanggungjawaban tindakan bomb
joke/ bomb threat menurut hukum positif dan hukum pidana Islam

Bab kelima yang merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan
berisikan kesimpulan dan saran. Disini penulis memberikan jawaban dari pokok
permasalahan yang selanjutnya memberikan saran yang terkait dengan  hal

tersebut.



BAB Il

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif

1.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif

Pertanggungjawaban “pidana (criminal responsibility) adalah sesuatu
yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang
melakukan perbuatan pidana atau tindakan pidana.’® Kita pernah mendengar
asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf
Zonder Schuld) atau dalam bahasa latin sebagai (Nullum Delictum Nulla
Poena Sine Praaevia Legi)” atau “tiada delik tanpa peraturan pidana lebih
dulu”. Asas ini memiliki pemikiran filosofis yang dimana apabila seseorang
dinyatakan bersalah, maka harus ada aturan atau hukum yang berlaku terlebih
dahulu.

Hal ini pun termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-undangan yang telah ada.”

Apabila ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab, “maka hanya
seorang yang mampu bertanggung jawab-lah yang akan mempertanggung
jawabkan apa yang telah diperbuatnya. Dalam hal ini, dipidananya seseorang

tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan,

15 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara Baru,

1999), 75.

17
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dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang dinilai melawan
hukum, maka ia akan” dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk mencegah adanya
tindakan atau “dilakukannya tindak pidana dengan menerapkan norma-norma
hukum demi menciptakan rasa pengayoman bagi masyarakat untuk
menyelesaikan segala konflik” yang terjadi.

Adanya tindak “pidana juga berguna untuk mengembalikan
keseimbangan demi mendatangkan rasa damai dan berkeadilan dalam
masyarakat, yang terbukti dengan adanya pembinaan sehingga merubah
seseorang menjadi lebih baik, dan membebaskan rasa bersalah yang diterima
oleh” terpidana.

Lalu, “dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan. Adanya perbuatannya dapat
dicelakan terhadapnya. Celaan yang dimaksudkan ini bukan merupakan
celaan etis, namun celaan hukum. Lalu apa bedanya celaan etis dan celaan
hukum itu? Celaan etis adalah beberapa perbuatan yang dibenarkan secara
etis dan dapat dipidana, sedangkan celaan hukum adalah suatu peraturan
hukum yang memaksa kita untuk menyingkirkan keyakinan etis pribadi
didalam masyarakat. Karena jika dilihat dari konteks masyarakat menunjukan
bahwa pandangan normative mengenai kesalahan ini, orang terdahulu

berpandangan aspek psikologis dalam mengenai suatu kesalahan.
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Kesalahan dalam arti luas meliputi:
a. Sengaja, atau
b. Kelalaian (culpa),

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dapat disimpulkan “bahwa pertanggungjawaban pidana bermakna
bahwa setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum atau tindak
pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, maka
orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia telah
lakukan sesuai dengan kesalahan” yang telah diperbuatnya.

Dan perlu digaris bawahi pula, bahwa unsur kesalahan dapat ditinjau
“pada waktu ketika melakukan perbuatan tersebut dipandang dari segi
masyarakat yang memiliki pandangan normative mengenai kesalahan yang
telah dilakukan” oleh seseorang tersebut.

Mungkin perlu kiranya membahas bagaimana dan apa sajakah Kiranya
etika untuk bercanda sehingga kita bisa faham agar tidak melampaui batas
ketika membuat sebuah humor atau lelucon. Sebelum itu perlu dipahami
bahwa terdapat dasar-dasar konsep bercanda yang dapat penulis rangkum
terdapat 2 hal yaitu :

a. Bercanda Biasa
Bercanda biasa ini adalah sebentuk lelucon yang dibuat oleh
seseorang yang dimana hal tersebut untuk memecakan sebuah suasana

dari kecanggungan kepada lawan bicaranya dan bersifat sama sama
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menguntungkan. Yang dimana atas lelucon ini suasananya menjadi riang
gembira.

b. Bercanda Yang Menyakiti

Bercanda yang menyakiti biasanya identic dengan adanya keuntungan
dari pihak pelaku sedangkan korbannya cenderung merasa tersakiti atas

tindakan tersebut.

Dan selanjutnya dapat dijabarkan secara lebih rinci mengenai etika

bercanda secara umum yaitu:

a) Menghindari Sesuatu Yang Mengandung SARA

SARA vyang di maksudkan disini berarti (suku, Ras dan Asusila)
yang dari kesemua hal tersebut adalah bertentangan dengan norma dan
moral yang berlaku dalam lingkungan bermasyarakat. hal ini diniai
sangat sensitive dan tetntu tidak layak kiranya jika disebut sebagai

sebuah lelucon.

b) Hindari Simbol Ataupun Ikon Negara
Hal yang selanjutnya yaitu membuat lelucon yang menyinggung
symbol ataupun ikon yang ada disuatu negara bisa dikatakan lelucon
tersebut mengandung sebuah hinaan yang tentu sangat sensitive. Seperti
membuat lelucon mengenai lambang negara. Karena tentu hal itu
merupakan sesuatu yang harus dihormati bukan untuk dijadikan bahan

untuk lelucon.
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c) Bercanda Yang Menilai Aspek Fisik Seseorang dan Mengganggu
Kemerdekaan Seseorang

Dewasa ini banyak sekali seseorang berlomba membuat sebuah

konten yang kebanyakan berisi mengenai seuatu prank atau tindakan

menjaili seseorang. Hal ini menjadi sarana baru agar menjadi popular

atau mendapatkan keuntungan. Tentu kita bisa menilai dan seharusnya

pula sang content creator tersebut memahami akan hal apakah yang akan

ditimbulkan dan bisa mempertanggungjawabkannya setelah terjadi. hal

ini sama dengan bercanda dengan maksud menyakiti demi mendapatkan
suatu keuntungan pribadi.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Seperti yang telah dijelaskan mengenai kesengajaan dalam arti luas
diatas, ‘“ketiga-tiganya merupakan unsur-unsur subjektif ataupun syarat
pemidanaan atau jika kita memasukkan unsur-unsur kesalahan tersebut dalam
pengertian delik, maka unsur-unsur tersebut sebagai unsur subjektif delik
(strafbaar feit). Dan ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf

merupakan bagian keempat” dari kesalahan.

Sedangan “dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet)
atau lalai (culpa), dan tentu saja jika membahas tentang keduanya tentu kita
juga sedang membicarakan tentang pertanggungjawaban.’®  Artinya

pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam suatu

16 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, (Jakarta Bina
Aksara 1993), 46.
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hukum pidana sehingga kesalahan merupakan inti dari hukum pidana. Hal ini
terbukti, bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang,
diletakkan di dalam konsep dasar pemikiran kepada terbutki atau tidaknya
unsur-unusr dalam tindak pidana. Hal ini berarti, jika hal tersebut terbukti

memiliki unsur-unsur pidana,” maka terbukti juga kesalahannya.

Maka singkatnya adalah, kesalahan (schuld) yang merupakan perbuatan,
“agar bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung unsur
kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet)
dan kelalaian (culpa). Karena pertanggungjawaban pidana merupakan konsep
dan dasar penting dari kesalahan. Dalam perkembangannya kemudian,
kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau

bentuk kesengajaan, bentuk kesengajaan” sendiri terbagi menjadi 3 yaitu;

a. Kesengajaan (Opzet ; Dolus)
Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga
macam Yyaitu sebagai berikut:
1) Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan
Kesengajaan yang “dimana pelaku mengetahui dan menghendaki
akibat dari perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud pelaku
untuk  menimbulkan  akibat tertentu yang tentu akan”

dipertanggungjawabkannya.
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2) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini “dapat diukur dari perbuatan yang sudah pelaku
mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal
apasaja yang nanti akan mempengaruhi akibat perbuatannya. Yang
terpenting adalah pembuat telah mengetahui akibat yang akan terjadi

apabila ia melakukan perbuatan” pidana.

3) Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan
Kesengajaan yang “terjadi apabila pelaku memandang akibat dari
apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang nisaya terjadi,
melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.”’
b. Kelalaian (Culpa)

Kelalaian (culpa) “terletak antara sengaja dan kebetulan,
bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibandingan sengaja
(opzet), oleh karena itu delik culpa itu merupakan delik semu
(quasideliet) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa
mengandung dua macam yaitu”:

1) Delik yang menimbulkan akibat.

2) Delik yang tidak menimbulkan akibat.

Tapi yang diancam “dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-
hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahaimi

yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dan dengan terjadinya akibat

17 1bid., 46.
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itulah maka terciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak menimbulkan

akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.”*®
Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan yaitu;*°

1) Dolus Malus : Hakikatnya merupakan inti dari gabungan
teori pengetahuan dan teori kehendak.

a) Menurut teori pengetahuan, “seseorang dapat dikatakan
sengaja melakukan delik jika saat berbuat orang tersebut
sadar bahwa perbuatannya itu dilarang oleh hukum. Teori ini
menitikberatkan pada apa yang dikehendaki” pelaku saat
melakukan tindak pidana.

b) Sedangkan teori kehendak ‘“menyatakan bahwa konteks
kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada
terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-
undang.”?

2) Dolus Eventualis : kesengajaan yang bersifat kemungkinan,
dikatakan demikian kareaa pelaku yang bersangkutan pada
waktu ia melakukan tindakan pidana yang dilarang undang-
undang dan menyadari kemungkinan atas tindakan lain yang “ia

kehendaki. Dan jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian

18 |bid., 48

19 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan
Penerapan. (Jakarta: Rajawali Pers 2015), 37.

20 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Kedelapan. (Jakarta: Rineka Cipta 2008), 186.
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menjadi kenyataanm maka hal tersebut ia katakana mempunyai

suatu kesengajaan.”?*

Maka dari itu, berdasarkan hal tersebut sang pembuat (dader) harus

memiliki unsur kesalahan dan unsur bersalah, antara lain:??

1) Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atau perbuatan yang
telah dilakukan tersebut dapat dipertanggungkan oleh pembuat

2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, “yaitu adanya
sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku memiliki
dan menyadari atas apa akibat yang akan ditimbulkan dari”
perbuatannya.

3) Tidak adanya dasar “peniadaan pidana yang menghapus dapat

dipertanggungjawabkann sesuatu perbuatan” kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dianalisis bahwa
“pertanggungjawaban pidana (Criminal Responsibility) adalah suatu
mekanisme  untuk  menentukan  apakah  seseorang  dapat
dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang telah dilakukannya.
Tentu, untuk dapat dipidananya seseorang, diisyaratkan bahwa tindak
pidana yang telah dilakukannya itu telah memenuhi unsur-unsur” yang

telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Seseorang akan “dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan

yang dilarang namun mereka perbuat tersebut, apabila tindakan itu

21 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru, 1984), 301.
22 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 130.
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melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat
melawan hukum untuk tindak pidana yang telah dilakukannya. Maka,
jika ditinjau dari sudut kemampuan bertanggungjawab, hanya seseorang
yang mampu bertanggungjawablah yang dapat
mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya.” Perlu pula
ditinjau mengenai unsur-unsur penting dalam pertanggungjawaban itu
sendiri, adalah unsur esensial suatu kejahatan (actus reus/ physical
element), dan (mens rea/ mental element), yaitu keadaan sikap batin. Dan
perlu dipahami pula setiap kejadian tidaklah lepas dari rangkaian teori

tentang sebab-akibat (kausalitas).

Tindak pidana jika ‘“ada kesalahan adalah merupakan asas
pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya
seseorang yang melakukan perbuatan sebgaimana yang telah
diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan

ini dia mempunyai kesalahan” atau tidak.

3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Dasar hapusnya pidana lazimnya dibagi menjadi dua, yaitu dasar
pembenar (rechtsvaardingingdgronden) dan dasar pemaaf
(schulduitslutingsgronden atau verontschuldingsgronden). Dalam ilmu pidana
Indonesia juga dikenal dengan alasan pengapus pidana ini hingga termaktub

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
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a. Alasan Pembenar (Permisibility)

Berarti “alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak
pidana. Jadi dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya
(objektif). Misalnya tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan
eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati” (Pasal 50 KUHP).

b. Alasan Pemaaf (Legal Excuse)#

Adalah alasan yang menghapus “kesalahan dari si pelaku suatu tindak
pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan
pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran
pelakunya tidak waras atau gila sehingga tidak  dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.” (Pasal 44 KUHP).?3

Jika dipandang dari segi sumbernya, “maka dasar peniadaan pidana
dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum di dalam undang-undang
dan yang lain terdapat di luar undang-undang adalah yurisprudensi dan
doktrin. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas
yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan
berlaku atas semua rumusan delik. Lalu, yang khusus tercantum di dalam
pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.”?*

Rincian yang umum terdapat di dalam :
1) Pasal 44 : Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

(Ontoerekeningsvatbaarheid).

2 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila
-bisa-dipidana/ diakses pada 4 Maret 2020, pukul 19:51 WIB.
24 Andi Hamzah, Asas-Asas...., 143.


https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila%20-bisa-dipidana/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila%20-bisa-dipidana/
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“Tidak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan oleh
karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau
diganggu oleh penyakit sehingga si pembuat tidak dapat untuk dimintai
pertanggungjawaban.”

Jika berkaca pada pasal ini, seseorang yang memiliki masalah
kejiwaan  yang terganggu maka tidak dapat  dimintai
pertanggungjawaban pidana. Moeljatno berpendapat bahwa tidak
menutup kemungkinan terdapat “unsur diam-diam/ pura-pura. Kecuali
kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan tidak normal, ia berpendapat
sesuai dengan ajaran dua tahap dalam hukum pidana yaitu actus reus
dan mens rea, untuk membuktikan kemampuan bertanggungjawab”
seseorang dan unsur ini sebagai unsur kesalahan.

2) Pasal 48 : Daya Paksa (Overmacht).

Daya paksa adalah, setiap kekuatan atau paksaan yang sedemikian
rupa sehingga sukar untuk dihindari. “Barangsiapa yang melakukan
suatu perbuatan didorong oleh keadaan terpaksa tidak dipidana.” Maka
setiap orang yang melakukan kejahatan karena terdapat unsur paksaan
dari pemaksa maka seorang tersebut tidak dapat untuk dimintai suatu
pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat dipidana.?®

Dalam literature hukum pidana, biasanya daya paksa itu sendiri

terbagi atas dua, yaitu:

%5 H.M Rasyid Ariman, Hukum Pidana (Malang: Setara Press 2015), 245.
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a) Daya Paksa Absolut (Vis Absoluta)

Andi hamzah menjelaskan bahwa sesungguhnya daya paksa
absolut ini sebenarnya bukan daya paksa yang sebenarnya,
mengapa? Karena dalam hal ini pembuatlah yang menjadi korban

paksaan fisik orang lain, jadi pembuat tidak punya pilihan lagi.?®

Contoh: petinju dalam konteks pertandingan melakukan
perlawanan hingga lawan cerdera.Juga daya paksa absolut ini bukan

hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat psikis dan dari alam

Contoh (bersifat psikis) : seseorang yang dihipnotis untuk

melakukan tindak pidana.

Contoh (berasal dari alam) : seorang nahkoda yang kapalnya
karam ke laut karena adanya cuaca buruk sehingga menimbulkan

banyak korban.

b) Daya Paksa Relatif (Vis Compul Siva)
Andi Hamzah dalam bukunya membagi dua mengenai daya paksa
relative ini, yaitu:?’
1. Daya Paksa Dalam Arti Sempit (Overmacht In Engere Zin)
Kekuasaan atau “kekuatan yang memaksa tidak mutlak,

karena orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk

% Andi Hamzah, Asas-Asas..., 152-153.
27 Andi Hamzah, Asas-Asas..., 153-154.
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memilih mana yang akan” dilakukannya.?® Contoh : Seseorang
yang dibegal motornya, korban memiliki 2 pilihan, lari atau
melindungi dirinya dengan mencederaiatau melumpuhkan
penjahat tersebut.

2. Daya Paksa Dalam Keadaan Darurat (Noodtoestand)

Pada keadaan “darurat ini berarti seseorang itu sendirilah
yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan,
sedang pada kekuasaan yang bersifat relative, orang itu tidak
memilih, hal ini berarti pula kekuasaan seseorang” memiliki
sifat relative yaitu orang yang mengambil suatu tindakan, maka
ialah orang yang memaksa untuk memilih peristiwa pidana yang
mungkin akan terjadi padanya contoh: Terdapat kapal yang
terdampar, dimana seseorang mendapatkan papan yang bisa
dijadikan pelampung. “Jika ada orang yang merebut dan
mendorong orang yang memegang papan itu supaya ia sendiri
selamat maka kejadian ini disebut keadaan darurat”
(noodtoestand)

c) Pasal 49 ayat (1) : Pembelaan Terpaksa (Noodwer)
“Tak dapat dipidana barangsiapa melakukan perbuatan yang
terdorong oleh suatu pembelaan yang mendesak, perbuatan mada
dilakukan untuk membela tubuh, kesusilaan atau harta benda

terhadap suatu serangan yang timbul secara mendadak atau yang

28 R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. (Surabaya: Usaha
Nasional 1980), 55.
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mengancam secara langsung, dan mengancam dengan segera pada
saat itu juga”. Maka dalam hal tersebut terdapat dua syarat pokok
sehingga bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yaitu:

1. Serangan itu harus “timbul secara mendadak atau mengancam
secara langsung dan serangan itu bersifat bertentangan” dengan
hukum.

2. Pembelaan itu harus karena terpaksa, tiada kemungkinan untuk

menghindar dari serangannya dan tiada kemungkinan untuk lari.

Pembelaan terpaksa (Noodweer) ini merupakan dasar pembenar,
karena unsur melawan hukumnya tidak ada contoh: Seorang wanita
merasa dirinya diancam karena hendak diperkosa, maka dia mendorong

pelaku hingga cedera.

d) Pasal 49 ayat (2) : Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas
(Noodweer Exces)

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang habit karena ancaman
serangan itu tidak dipidana.”

Pada pembelaan “terpaksa yang melampaui batas ini pembuat
telah melampaui nbatas karena adanya guncangan jiwa yang hebat.
Karena itu maka perbuatan membela diri ini termasuk melampaui
batas dan tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana
karena adanya guncangan hebat itu tadi. Maka pembelaan yang

melampaui batas ini menjadi dasar pemaaf bukan alasan pembenar
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karena ada” sifat melawan hukumnya. Contoh: Seorang wanita yang

merasa dirinya terancam karena hendak diperkosa, dan melihat

disampingnya terdapat sebuah pisau, maka wanita itu

menghujamkan pisau tersebut untuk melindungi dirinya. Padahal

bisa saja wanita tersebut melindungi dirinya dengan mendorongnya.
e) Pasal 50 : Menjalankan Peraturan Yang Sah (Wettelijk Voorschrift)

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan
peraturan perundang-undangan, tidak boleh dipidana”. Seperti yang
telah dijelasakan oleh contoh yang ada diatas, menjalankan peraturan
yang sah artinya melakukan perbuatan yang diperintah berasarkan
peraturan yang sah dan berlaku dan dilakukan atas wewenang yang
dilakukan oleh peraturan itu sendiri. Pasal 51 ayat (1) : Menjalankan
Perintah Jabatan Yang Berwenang (Ambtelijkbewel)

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanaka perintah
jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh
dipidana.” Contoh: Seorang agen polisi diperintah atasannya untuk
menganiaya tahanan untuk mengemukakan kasus yang telah
dilakukannya ketika diintrogasi untuk mengorek fakta yang terjadi.
Pasal ini termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan
hukumnya tidak ada.?®

Pasal 51 ayat (2) : Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak

Berwenang Jika Bawahan Itu Dengan Itiket Baik Memandang

29 H. B. Vos, Leerbock van Nederlands Strafrecht. (Haarlem: H.D. Tjenk Willink & Zoon N. V.),
170. Dikutip dari buku Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Cet. Kedua (Jakarta: Rineka
Cipta 1994, 164.
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Atasan Yang Bersangkutan Sebagai Berwenang

(ontoerekeningsvatbaarheid)

“Perintah jabatan yang tanpa wewenang, tidak menyebabkan
hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik
mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan
pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.” Contoh:
Sekelompok agen polisi mengejar pelaku criminal kelas kakap,
karena pelaku termasuk criminal licin maka temannya membuat
strategi guna melumpuhkan pelaku dengan menembakkan senapan
ke kaki pelaku. Pasal ini termasuk pasal pemaaf karena memiliki
unsur melawan hukum, hanya ia bersakah karena menjalankan
perintah pejabat yang bukan wewenangnya atau bukan pimpinannya
meskipun mempunyai iktikad baik®°Sedangkan “yang khusus
tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti pasal 310 ayat (3)
KUHP, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165 bis ayat” (2)

N.WvS). 3t

B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana secara etimologis bahasa arab

adalah al-mas 'uliyah al-jina’iyah. Secara terminologis pertanggungjawaban

pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan

% 1bid., 170.

81 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana...,143.
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suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah
akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas
dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan

akibat yang timbul dari perbuatan atau tidak berbuat. *?

Jadi, singkatnya pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah
suatu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya atas dasar
kemauan sendiri di mana hal itu ia mengetahui maksud, sebab dan akibat

yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dapat dibebani hukuman adalah
manusia yang sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut.
Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindakan
pidana dapat dibebani pertanggungjawaban. Dan sebaliknya jika dalam ketiga
hal tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tersebut tidak
dapat dibebani pertanggungjawaban. Oleh karenanya, tidak ada
pertanggungjawaban bagi Anak-Anak, Orang Gila, Orang Dungu, Orang

Yang Hilang Kemauannya, Dan Orang Yang Dipaksa Atau Terpaksa.*?

Selain itu, badan hukum dikenai pertanggungjawaban pidana pula.
Karena badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung
mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan
kepada orang yang mewakili badan hykum tersebut. Dengan demikian

apabila terjadi perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang

32 Ramat Hakim, Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000).
175.
% 1bid, 136
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bertindak atas nama badan hukum maka orang tersebut yang dibebani

pertanggungjawaban pidana. 3*

Dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik.
Sama halnya seperti bercanda jika kita tidak mengerti suatu batasan atas hal
itu maka tentu kita akan membuat suatu dampak yang buruk atas apa yang

telah kita lakukan. Maka dari itu berikut adab bercanda menurut agama yaitu:

a. Tidak Diperbolehkan Bercanda Apabila Memiliki Unsur Dusta
Seperti yang telah diungkapkan diatas apabila suatu lelucon yang
hanya menguntungkan bagi si pelaku maka lelucon ini berpotensi melukai
orang lain. Sama halnya dengan berdusta, besar kemungkinan seseorang
merasa tertipu dan tersakiti atas tindakan tersebut. Sehingga dalam Islam
Rasulullah SAW. pernah mengatakan bahwa “ Celakalah orang yang
berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya.
Kecelakaan untuknya, Kecelakaan untuknya.”
b. Tidak Boleh Ada Unsur Penghinaan atau Pelecehan Terhadap Agama
Banyak orang yang tidak terima bila suatu norma dalam masyarakat
dijadikan bahan untuk berkelakar. Hampir semua lapisan masyarakat,
Negara bahkan Agama yang mengkritik keras bagi siapa saja yang
berkelakar atas apa yang seseorang telah percayai. Bahkan dalam agama

Islam pada QS.. At-Taubah : 65-66 mengakatan bila barangsiapa yang

3 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Figh Jinayah (Surabaya: Pustaka
idea 2015), 120.
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menghina ajaran Islam maka terancam untuk keluar dari agama Islam,
disadari maupun tidak.
c. Larangan Bercanda Yang Seakan-Akan Mengambil Barang Orang Lain
Dewasa ini banyak sekali prank ataupun tindakan jail yang sekaan
akan mengambil barang rekannya hanya untuk sebuah kejutan di hari
ulangtahunnya. tentu hal ini tidak diperkenankan karena membuat
khawatir seseorang dan tentu memiliki unsur keuntungan bagi sipelaku
dan korban merasa terlukai.
d. Tidak Boleh Ada Unsur Menghasut dan Meremehkan Orang Lain
Sejatinya tindakan meremehkan orang lain ataupun bisa dibilang
dengan suatu lelucon yang membuat seseorang tersakiti maka bisa
dikatakan bahwa itu merupakan tindakan bullying. Hingga dalam agama
Islam dijelaskan pada QS. Al Hujurat : 11 dikatakan orang-orang yang
seperti itu dikategorikan sebagai orang-orang yang zalim
e. Larangan Bercanda Yang Menakuti Orang Lain
Kembali kepada kaidah yang bahwasanya jika suatu kelakar tersebut
merugikan atau membuat korban merasa tersakiti maka tindakan tersebut
bisa dikatakan bukanlah sebuah lelucon dan jika hal ini masuk ke ranah
hukum maka pelaku harus bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang
dilakukan. Karena adanya proses berfikir ketika pelaku hendak melakukan
hal ini, dengan memiliki prilaku agresif yang tidak empati namun

mengatas namakan humor. sehingga dapat memahami sebab akibat yang
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akan ditimbulkan. Dan semua masyarakat juga agama tentu mengutuk
tindakan ini.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konsepnya kata jinayah sangat populer dalam ranah hukum
pidana Islam. Jinayah sendiri memiliki arti adalah perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta
benda ataupun yang lainnya. *° Sesuatu bisa dikatakan sebagai pidana jika

telah memenuhi unsur tindak pidana dibawah ini :

a. Unsur Formal (ar-Rukn asy-Syar i)

Unsur formal ini adalah, terdapatnya nash yang menjelaskan bahwa
perbuatan tersebut dilarang dengan disertai adanya ancaman hukuman
apabila berbuatan tersebut dilakukan

b. Unsur Material (ar-Rukn al-Madi)

Unsur material ini adalah, terdapatnya perbuatan membentuk jinayah
baik tindakan tersebut berupa perbuatan yang dilarang syara’ ataupun
meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syara’.

c. Unsur Moral (ar-Rukn al-Adabi)

Unsur moral ini adalah, terdapatnya pelaku kejahatan yang telah

mukallaf dan mampu menerima khitab, sehingga bisa dituntut atau

dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang sudah dilakukannya.®

3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 1.
% Ahmad, Djazuli, Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:
Rajawali Pers, 1986), 3.
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Lalu, dalam hukum pidana Islam mengklasifikasikan jarimah menjadi
3(tiga) bagian berdasarkan pada berat ringannya hukuman. Berikut ini akan

diuraikan secara singkat mengenai penjelasannya:

a. Jarimah Hudud

Hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan yang
melanggar hukum. Jenis ancaman pada hukuman ini telah ditentukan
olen nash Al-Qur’an dan al-Hadits Contoh: Zina, Qadzaf, Khamr,
Hirabah

b. Jarimah Qishas-Diyat.

Hukuman yang sudah ditentukan batasan tinggi dan rendahnya
hukuman itu sendiri, akibat perbuatan hukum yang telah dilanggar.
Namun, hukuman tersebut menjadi hak perseorangan yang memberi
peluan atas terhapusnya hukuman karena pemaafan. Contoh
penganiayaan, pembunuhan.

Cc. Jarimah Ta’zir

Hukuman yang tidak punya ketentuan dalam nash al-Qur’an
ataupun al-Hadits, sehingga menuntut pemimpin, hakim, pemerintah
Islam atau ulama (Ulil Amri atau Qadi) mengeluarkan fatwa ketentuan
hukum berdasarkan hukum Islam Contoh : penistaan agama, kesaksian

palsu, suap.

Sementara itu, setiap orang yang melakukan suatu hal tentu harusnya
bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam merupakan hal
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yang penting, karena merupakan suatu syarat dapat atau tidak dipindananya
seseirang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar

hukum pidana Islam berdasarkan pada firman Allah:

0

Aoal ”;’ J /'; éﬁj Uj&l.@-nlx-é/ i//f L &fejaaw - a‘f:’ ESbe /l les :J-i
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka

(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang
berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-
kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambaNya.”( Q.S
Fussilat : 46 )%’

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya pertanggung
jawaban pidana, faktor tersebut adalah perbuatan maksiat yang dimana
perbuatan maksiat ini dilarang oleh syara’ dan tentu saya kita sebagai
seorang Muslim harus meinggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ada

dua macam pertanggungjawaban, antara lain:

a. Perbuatan Yang Dilarang
(Criminal Conduct) meliputi semua unsur-unsur fisik dari
kejahatan, tanpa unsur mungkin kita tidak mengenal tentang apa itu
kejahatan dan apa itu pertanggungjawaban pidana karena
pertanggungjawaban pidana mempersyaratkan dilakukannya suatu

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

37 Al-Qur’an, 41 [Fussilat]: 46.



40

b. Pertanggungjawaban dan Kesalahan Pelaku
Aturan pokok dalam syariat Islam adalah bahwa jika pembuat
tidak mengetahui dengan benar-benar (termasuk di dalamnya
kemungkinan mengetahui) bahwa perbuatan itu dilarang maka
pembuat tersebut tidak dihukum. Jika ia benar-benar tidak tau atas
perbuatan yang telah dibuat maka tindakan pertanggungjawaban pidana

tersebut terhapus daripadanya.®

Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, karena para fukaha
mengatakan. “Dalam negeri Islam tidak dapat diterima alasan tidak
mengetahui ketentuan-ketentuan hukum”. Kalimat ini memiliki pemaknaan
sama dengan kalimat “Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.”
Konsekuensi kalimat tersebut setiap orang tidak boleh ada alasan tidak tahu
aturan dari apa tindakan yang telah ia lakukan. terlebih ia telah dewasa, dan
berakal, tentu saja mereka memiliki kesempatan untuk mengetahui dan

mempelajari perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang.

Jadi, orang yang salah tafsir akan suatu undang-undang maka
dipersamakan dengan tidak mengetahui pengertian dan bunyi undang-
undang. Salah satu contoh yang pernah terjadi atas segolongan kaum
muslimin di Syam yang meminum khamr sebelum diharamkannya

minuman tersebut, seperti firman Allah:

38 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum....,137-138.
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Artinya : “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka
makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan
mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap
bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa
dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan.”( Q.S. Al-Maidah : 93).%

Dalam perihal “lupa” tentu akan menarik pula untuk dibahas. Karena
dalam syariat Islam sendiri lupa digandengkan dengan “keliru” seperti pada

ayat:
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Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesui dengan
kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang
dikerjakannya. (Mereka berdoa)”: “Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban
yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri
maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engaulah
penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”
( Q.S Al-Bagarah : 286 ).4°

Ada beberapa pendapat mengenai hal ini, ada yang berpendapat jika

lupa tersebut tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman, sedangkan

3 Al-Qur’an, 5 [Al-Maidah]: 93.
40 Al-Qur’an Cetakan Departemen Agama, 2 [Al-Bagarah] : 286.
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fukaha lain berpendapat bahwa lupa menjadi alasan terhapusnya hukuman
yang ada di akhirat, sedangkan jika hukuman dunia lipa bukan menjadi
alasan hapusnya hukuman sama sekali (kecuali hal-hal yang berhubungan
dengan tuhan, seperti contoh orang yang berpuasa dan makan karena lupa).
Namun tetap saja masalah lupa ini sukar sekali dibuktikan, sehingga alasan

ini tidak dapat melepaskan seseorang dari pidana. *!

Suatu hal bisa dikatakan melawan hukum adalah disengaja dan
terkadang karena kekeliruan. Sengaja dan kekeliruan sendiri dibagi menjadi

dua macam, yaitu:?

a. Sengaja (Al-Amdu)

Secara harfiah sengaja terjadi apabila pelaku berniat untuk
melakukan  perbuatan yang dilarang, seperti contohnya dalam tindak
pidana pembunuhan. Seseorang bisa dikatakan bertanggungjawab atas
perbuatannya apabila ia menghendaki perbuatan pembunuhan dan
menyadari jika akibat yang ditimbulkan adalah adanya korban yang
meninggal. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini
lebih berat.

b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)

Dalam konteks ini, masih dalam ranah jarimah pembununuhan dan

penganiayaan. Secara tekstual pengertian ini yaitu ketika melakukan

suatu perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa, namun pelaku hanya

41 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 184.
42 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 76.
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bermaksud untuk menyerang saja, tanpa berniat membunuhnya. Akan
tetapi dampak yang ditimbulkan adalah kematian pada korban.*3. Allah

berfirman :**

s ) Gt s of B 07U

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) (
Q.S An-Nisa’ : 92)”
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Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan
sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di

dalamnya dan Allah murka kepadaya, dan mengutukinya

serta menyediakan azab yang besar baginya.”# ( Q.S An-Nisa
:93)

c. Keliru (Al-Khata")

Istilah keliru adalah ketika terjadinya seuatu berbuatan di luar
kehendak pelaku tanpa adanya maksud melawan hukum, dan praktis
perbuatan tersebut hanya karnya kelalaian dan kurang hati-hatian. Keliru
sendiri ada 2 macam yaitu :

1) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak
burung, namun tembakan tersebut salah sasaran dan mengenai orang

Keliru dalam dugaan, seperti seorang tantara yang menembak

4 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’l al-Islamiy Mugaranan bil Qununil Wad'’iy
(Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 78.
4 Al-Qur’an, 4 [An-Nisa’]: 92-93.
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seseorang yang disangkanya itu pasukan musuh, akan tetapi setelah
diteliti ternyata anggota pasukan sendiri. 4
2) Keadaan Yang Disamakan Dengan Keliru
Dalam penilaian mengenai pertanggungjawabannya, keadaan ini
lebih ringan daripada keliru, karena pelaku sendiri dalam keadaan sama
sekali tidak punya maksud untuk melakukan perbuatan yang dilarang,
melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan
kelalaiannya. Sedangkan dalam hal keliru sendiri, pelaku sejatinya
sengaja dalam melakukan perbuatan tersebut walau akibat yang terjadi
karena kurangnya hati-hati Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a. Pelaku sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan
yang dilarang, tetapi sesuatu terjadi di luar pengetahuannya dan terjadi
akibat kelalaiannya sendiri, seperti seorang yang tidur di samping
seorang bayi, lalu seseorang yang tertidur tersebut menindih bayi yang
berada sebelahnya sehingga bayi itu mati.

b. Pelaku sebagai penyebab terjadinya suatu perbuatan yang dilarang
karena kelalaiannya tetapi tanpa ia kehendaki, seperti seseorang yang
menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak
memberikan tanda atas aliran air tersebut sehingga membahayakan

pengguna jalan sehingga terjadi kecelakaan atas kejadian tersebut.

4 Ahmad Wardi Muslich Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam..., 78.
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3. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

Setelah kita membahas mengenai pengertian serta konsep-konsep
mengenai pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam,
selanjutnya masuk kepada materi sebab apa saja yang bisa menjadikan
hapusnya suatu hukuman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atas hal

ini, yaitu :
1. Adanya Paksaan

Paksaan adalah mendorong orang lain terhadap sesuatu yang tidak
diinginkan baik berupa perkataan maupun perbuatan.*® Terdapat 2 (dua)

macam paksaan, yaitu:

a. Paksaan Yang Meniadakan Kerelaan dan Menghilangkan Pilihan
(Paksaan Absolut)

Paksaan ini berarti paksaan yang dikhawatirkan menghilangkan
nyawa. Mengapa paksaan ini disebut paksaan absolut? Karena paksaan
ini berpengaruh pada perbuatan yang memerlukan kerelaan dan pilihan
secara bersama-sama seperti melakukan jarimah.*’

b. Paksaan Yang Menghilangkan Kerelaan, Tetapi Tidak Meniadakan
Pilihan (Paksaan Relatif)

Paksaan ini berarti paksaan yang menurut kebiasaan tidak

dikhawatirkan mengakibatkan hilangnya nyawa seperti dipenjara atau

dipukuli dengan ringan. Mengapa paksaan ini disebut dengan paksaan

46 Muhammad Khudari Bik, Usul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 105.
47 Sahid HM Epistemologi Hukum Pidana Islam...., 105.
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relatif? Karena paksaan ini hanya berpengaruh pada perbuatan yang

memerlukan kerelaan seperti jual beli dan sewa menyewa.*8

Menurut fugaha mahzan Hanbali ukuran paksaan adalah adanya siksaan
(penganiayaan), karena paksaan mengharuskan adanya perbuatan materiil
yang menimpa orang yang dipaksa sehingga ia termotivasi melakukan hal-hal
yang dipaksakan. Sedangkan menurut pendapat di kalangan mahzab Malik,
Abu Hanifah dan, Al-Syafi’l, adanya ancaman sudah cukup dianggap paksaan
meskipun tanpa disertai siksaan atau pukulan yang mengenai orang yang
dipaksa. Jika ancamannya diwujudkan dalam perbuatan nyata, orang yang
dipaksa sudah tidak merasa takut dan khawatir terhadap bukti ancaman
hilang.*®. paksaan sendiri dapat terwujud juka memenuhi beberapa syarat

yaitu:

a. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat sehingga dapat
menghilangkan kerelaan seperti ancaman dibunuh, disiksa, atau
dipenjara dalam waktu yang lama (ukuran berat ringannya ancaman
sangat subjektif).

b. Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, jika orang yang
dipaksa tidak melaksanakan keinginan orang yang memaksa maka
paksaan tersebut dianggap tidak ada. Karena orang yang dipaksa masih

punya kesempatan melindungi dirinya

4 Sahid HM,Epistemologi Hukum Pidana Islam...., 106.
49 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam...., 107.
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c. Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melakukan
ancamannya meskipun ia bukan penguasa ataupun pihak yang memiliki
wewenang. Jika orang yang memaksa tidak punya kemampuan untuk
mewujudkan ancamannya, paksaan dianggap tidak ada

d. Ada duagaan kuat pada diri orang yang dipaksa bahwa jika ia tidak
memenuhi tuntutan orang yang memaksa maka akan tersiksa, namun jika
ia masih mampu menghindari ancaman tersebut namun tetap
mengerjakan ancaman yang dituntut pemaksa maka paksaan dianggap
tidak ada.*

2. Hilang Akal

Dalam hal ini, konteks yang terjadi adalah orang yang sedang hilang
akalnya karena meminum minuman keras (mabuk) sehingga tidak bisa
membedakan antara langit dan bumi, wanita dan lelaki. Tentang
pertanggungjawaban pidananya sendiri menurut mazhab yang empat, ia
tidak dijatuhi hukuman jarimah atas apa yang telah dilakukan apabila
memenuhi unsur berikut, Dipaksa atau terpaksa minum minuman keras
tersebut atau, Meminum atas kemauannya sendiri, tapi tidak mengetahui

bahwa yang diminum tersebut adalah minuman keras yang memabukkan.

Jadi, orang yang mabuk bisa jadi tidak dibebani pertanggungjawaban
pidana atas semua tindakan dan perbuatan Jarimah yang telah dilakukan
dalam kondisi bagaimana pun dan apapu, karena hilangnya akal. Maka,

orang yang mabuk tidak menyadari atas apa yang telah dilakukan atas

50 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam...., 107-109.
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tindakannya, dan adanya kesadaran inilah yang merupakan dasar adanya

pertanggungjawaban.®!
3. Gila

Hukum pidana Islam menganggap bahwa seorang mukallaf dapat
dibebani pertanggungjawaban pidana selama ia bisa memilih, dan
mempuyai kemampuan berpikir. Jika, satu dari kedua hal ini hilang, maka

pertanggungjawaban pidananya menjadi terhapus pula.

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama
dengan gila sebelum melakukan perbuatan tersebut, atau dalam keadaan
gila ketika melakukan perbuatan tersebut. Tentu saja ketika sesorang yang
gila ketika melakukan perbuatan yang salah maka ia dibebaskan dari
pertanggungjawaban pidana, karena ketidakmampuan untuk memiliki
kekuatan berpikir. Sedangakan apabila pengaruh gila tersebut ada setelah
ia sadar atas tindakan yang dilakukan lalu akan menghukuminya dengan
berat lantas ia gila. Maka tentu saja pertanggungjawaban bagi orang

tersebut masih tetap berlaku.
a) Anak Dibawah Umur

Inti dari pertanggungjawabawan pidana dalam hukum pidana Islam
sendiri sejatinya berpijak pada 2 (dua) hal yaitu, adanya kemampuan
berpikir (al-idrak) dan pilihan (al-ikhtiyar). Atas dasar tersebutlah yang

menjadikan kedudukan anak di bawah umur harusnya ada perbedaan masa

51 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam...., 109-110.
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dalam kehidupannya.>® Proses tersebut menurut fugaha terbagi menjadi

tiga, yaitu:>

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (in idam al-idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang lahir sampai berumur tujuh
tahun. Pada masa ini masih dianggap tidak mempunyai kemampuan
berfikir dan membedakan antara yang benar dan salah. Namun,
pembebasan anak dari pertanggungjawaban pidana tidak serta merta
menyebabkan ia bebas dari pertanggungjawaban perdata. la tetap
diwajibkan memnayar ganti rugi yang dibebankan dari harta miliknya
jika tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, harta,
maupun jiwa.

2) Masa Kemampuan Berfikir Lemah (al-idrak al da’if)

Masa dimana seseorang memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan
berakhir pada masa baligh atau masa dewasa. Mayoritas fugaha
membatasi usia baligh yaitu mencapai 15 (lima belas) tahun karena ia
dianggap dewasa dalam pandangan hukum. Namun begitu, anak
tersebut tidak serta merta dikenalkan penghukuman atas
pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan, karena ia dikenakan
hukuman pengajaran. Jika seorang anak melakukan jarimah berulang
ulang (recidivis). Untuk pertanggungjawaban perdatanya tetap sama,
yaitu dikenakan sanksi jika perbuatannya merugikan orang lain baik

harta maupun jiwa.

52 Awdah, al-Tashri, Juz 1, 600.
53 1bid., 601-602.
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3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh (al-idrak al-tamm)
Masa ketika sesorang mencapai usia dewasa, menurut mayoritas
fugaha dimulai sejak umur lima belas tahun hingga delapan belas
tahun. Maka pada periode ini seorang anak dikenakan

pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya.
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BOMB JOKE/ BOMB THREAT DALAM PENERBANGAN

A. Deskripsi Bomb Joke/ Bomb Threat

Istilah bomb joke/ bomb threat ini adalah sebuah ancaman yang biasanya
diucapkan secara verbal ataupun tertulis, dengan menggunakan objek bom, alat
pembakar, atau alat peledak lain untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada
disekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui, dan kita kenali bahwa alat peledak
atau alat pembakar akan menimbulkan korban yang massif berupa kematian
ataupun cedera, atau bahkan aka nada kerusakan property dan barang berharga

lain.

Meski begitu, istilah bomb joke/ bomb threat ini sendiri belum tentu nyata
adanya, dan belum tentu terjadi karena pada dasarnya tindakan ini hanyalah
bersifat untuk sebagai ultimatum ataupun hanya untuk sekedar menakut-nakuti.
Ancaman bom ini digunakan juga pada masa gerakan hak-hak sipil Amerika,
yaitu dimana pemimpin gerakan tersebut Martin Luther King Jr menerima segala

macam ancaman bom selama pidato public.>*

Ada banyak faktor dan tujuan yang menjadikan tindakan ini dinilai
berbahaya. Ancaman bom ini kemungkinan dapat dimotivasi oleh ideologi politik,
perbedaan ideologis, termasuk pengkritik partai politik, hingga masuk keranah
SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Atau bahkan dewasa ini ancaman

bom tersebut hanya berdasarkan humor, kelakar, atau bersifat menjahili saja. Dan

5 https://kinginstitute.stanford.edu/mlk-topic/martin-luther-king-jr-threatsattacks-against diakses
pada 6 Maret 2020, pukul 11:10 WIB.
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ada pula motif dalam ancaman bom ini yang digunakan untuk pemerasan, atau

pembajakan.

. Deskripsi Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan

Karena ditakutkan adanya potensi hilangnya nyawa, banyaknya korban yang
cedera, hingga kerusakan barang-barang berharga lain akibat adanya ledakan bom.
Maka ketika munculnya ancaman bom tersebut harus ditindak dengan cepat dan
tepat. Meskipun ancaman bom tersebut hanya dibuat karena adanya unsur
bercanda atau lelucon, namun tetap saja tindakan tersebut merupakan tindakan

yang harus ditangani dengan serius.

Mengapa demikian? Karena kebanyakan kegiatan ini terjadi. Banyak sekali
tindakan bomb threat ini dilakukan di fasilitas umum atau di tempat-tempat yang
vital dimana disana terdapat keramaian. Seperti di taman, gedung-gedung yang
menjadi landmark daerah atau kota semisal mall, ataupun area wisata indoor, atau
bahkan museum atau gedung pemerintahan, dan gedung area transportasi umum
seperti bandara, terminal, stasiun. Bahkan juga kegiatan ini terjadi didalam moda
transportasi tersebut, hingga yang paling sering terjadi yaitu didalam penerbangan
atau pesawat. Dan uniknya kegiatan ini marak terjadi secara meluas dari seluluh

dunia, bahkan hingga Indonesia.

Sekali lagi, timbul pertanyaan yang kemudian dikemukakan. Mengapa
penerbangan akan menjadi prioritas dalam penanganan kasus bomb joke/ bomb
threat ini?. menurut pendapat penulis, jika dilihat dari beberapa tragedi serupa

yang terjadi, seperti tragedy WTC (world trade centre) di Amerika betapa dunia
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memberikan perhatian besar dan timbul rasa takut yang berkelanjutan, seakan-
akan kemungkinan akan dampak yang sama akan terjadi jika tidak ada
penanganan yang bersifat segera dan tegas. Karena anggapan para anggota teroris
bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan berhasil jika mendapat perhatian yang
sebesar-besarnya dan membuat kecemasan dan ketakutan yang sebanyak-
banyaknya, disitulah dinilai jika pelaksanaan terror akan massif jika dilakukan
dalam dunia penerbangan. Maka wajar jika tindakan ancaman bom apapun itu,
meskipun berlandaskan lelucon maka akan langsung dilakukan tindakan secara
tegas meskipun pada akhirnya tidak ditemukan adanya bomb yang dibawa oleh
penumpang tersebut karena fakor pencegahan menjadikan urgensi dan diutamakan
hingga lahirlah beberapa konvensi-konvensi Internasional terhadap kejahatan
Internasional dalam penerbangan yang telah dijelaskan penulis pada Bab | (latar
belakang) hingga lahirlah Undang-Undang yang mengatur dalam hal ini,
terkhusus Undang-Undang Indonesia yang telah mengatur atas tindakan semacam
ini antara lain Undang-Undang Terorisme, Kitap Undang-Undang Hukum Pidana,
dan tentunya Undang-Undang Penerbangan, serta beberapa peraturan di

bawahnya.

. Praktik Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam Penerbangan

Banyak sekali kasus-kasus mengenai Bomb Joke/ Bomb Threat ini, bahkan
banyak sekali akun-akun/ channel Youtube yang menayangkan sebuah kegiatan
kelakar mengenai bom tersebut yang dijadikan konten prank atau menjahili
seseorang yang dibuat oleh para konten creator didalam kanal Youtube mereka.

Lebih parahnya lagi ada dari mereka yang bahkan mengenakan sorban khas arab
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yang membuat stigma negative terhadap orang orang timur atau bisa jadi malah
stigma tersebut akan di label-kan kepada agama-agama mayoritas yang berbasis

disana.

Pada dasarnya, praktik tindakan bomb joke/ bomb threat ini sebenarnya dapat
dilakukan dimanapun, kapanpun dan siapapun. Tetapi hal yang perlu dicatat
adalah, akan muncul konsekuensi yang besar dan beragam pula apabila tindakan
tersebut terlambat untuk ditangani. Lebih baik ditangani dengan pemeriksaan
super ketat dan menyeluruh, bahkan hingga adanya pembatalan penerbangan
daripada adanya resiko terjadi pembajakan atau peledakan ketika pesawat telah
lepas landas. Mengingat, bahwa perhatian masyarakat terkait tindakan ini didalam
penerbangan lebih besar daripada ketika tindakan tersebut dilakukan ditempat

yang lain.

Menariknya, di Indonesia sendiri tercatat kurang lebih terdapat 10 kasus
dalam sebulan yang terjadi, tepatnya pada bulan Mei tahun 2018. Dengan modus

yang berbeda-beda yaitu:

1. Seorang yang berinisial FW yang menaiki pesawat Boeing 737-800NG
dengan nomor registrasi PK-LJY Lion Air tujuan Jakarta-Belitung pada hari
Rabu (2/5/2018) mengatakan jika ada bom dalam pesawat. Kejadian terjadi
karena adanya informasi dari salah satu penumpang yaitu FW bahwa ada bom
di pesawat tersebut. Yang membuat penerbangan delay 2 jam. Hasilnya tidak

ditemukan barang bukti berupa bom dan barang lain yang mencurigakan >

SShttps://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/02/163555126/penumpang-sebut-ada-bom-di-
pesawat-penerbangan-lion-air-delay-2-jam, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:04.
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2. Seorang penumpang Lion Air Boeing 737-900ER registrasi PK-LFW
bernomor JT 787 berinsial ST dengan tujuan Makasar- Surabaya mengatakan
bahwa ada bom didalam tasnya pada hari Sabtu (5/5/2018). Untuk alasan
keamanan dan kenyamanan penerbangan, pilot beserta kru berkoordinasi
dalam menjalankan tindakan tersebut menurut SOP penanganan ancaman
bom sehingga dilakukan pengecekan ulang pada pesawat yang berisikan 207
penumpang dewasa, tiga anak-anak dan empat bayi beserta semua barang
bawaan dan kargo. Hasilnya tidak ditemukan barang bukti berupa bom dan
barang lain yang mencurigakan. Lalu, orang ini kemudian diamankan oleh
staff keamanan PT. Angkasa Pura I. °®

Di Jakarta pada hari Sabtu (12/5/2018), seorang penumpang Lion Air dengan
nomer penerbangan JT 618 Boeing 737-800NG vyang berinisial ZN
dilaporkan mengatakan “bom” ketika akan boarding menuju Pangkalpinang.
Kejadian ini membuat penerbangan ditunda karena seluruh penumpang yang
berjumlah 148 penumpang harus melalui tahapan pengecekan ulang, dan ZN
diamankan oleh staff bandara setempat karena hasilnya tidak ditemukan
barang bukti berupa bom dan barang lain yang mencurigakan.®’

Penumpang Lion Air yang berinisial DB dengan penerbangan Pekanbaru-
Jakarta pada Rabu (16/5/2018), mengaku dirinya terorris yang membawa bom

didalam tasnya ketika proses boarding. Hasilnya tidak ditemukan barang

https://www.antaranews.com/berita/707431/lion-air-tunda-penerbangan-karena-gurauan-bom,

diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:08 WIB.

Shttps://www.covesia.com/news/baca/53541/bergurau-soal-bom-saat-masuk-pesawat-empat-

penumpang-lion-air-diturunkan, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:13 WIB.



https://www.antaranews.com/berita/707431/lion-air-tunda-penerbangan-karena-gurauan-bom
https://www.covesia.com/news/baca/53541/bergurau-soal-bom-saat-masuk-pesawat-empat-penumpang-lion-air-diturunkan
https://www.covesia.com/news/baca/53541/bergurau-soal-bom-saat-masuk-pesawat-empat-penumpang-lion-air-diturunkan
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bukti berupa bom dan barang lain yang mencurigakan , dan karena hal itu
seluruh penumpang dan pemberangkatan tertunda atas kejadian ini.*

5. Penumpang Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6659 Airbus A320-
200 CEO beregistrasi PK-LUT tujuan Lombok-Jakarta yang berinisial ET
dipaksa keluar pesawat di Bandara Internasional Lombok Praya karena dia
mengatakan jika membawa bom pada saat check-in pada hari Rabu
(16/5/2018). jawaban itu dikatakan setelah petugas layanan darat atas nama
Mela meminta keterangan terhadap isi dari barang bawaan kareana bentuknya
mencurigakan hingga melakukan Klarifikasi sebanyak 2 kali dan ET masih
mengaku jika barang bawaannya adalah bom. Pihak maskapai menjalankan
prosedur penanganan ET tersebut karena berpotensi mengganggu
keselamatan penerbangan dan ET dibawa ke Kesatuan Pelaksanaan
Pengamanan Pelabuhan (KPPP) atau disebut KP3 dan berdasarkan hasil
investigasi tersebut bagasi tersebut tidak berisikan bom atau benda lain yang
mencurigakan dan ET tetap menjalani proses penyelidikan atas tindakannya
tersebut.

6. Di hari yang sama Rabu (16/5/2018), penumpang Batik Air dengan nomor
penerbangan ID 6140 Airbus A320-200 CEO registrasi PK-LAS dengan
tujuan Jakarta-Ternate yang berinisial RA diketahui mengatakan “bom”
kepada petugas penerbangan ketika hendak melakukan boarding. Pihak
maskapai serta petugas keamanan bandara telah melakukan SOP dan

koordinasi yang tepat dengan memastikan melalui pengecekan ulang terhadap

8https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/16/19152051/penumpang-bercanda-bawa-bom-
penerbangan-lion-air-pekanbaru-jakarta, diakses pada 7 Maret 2020, pukul 12:55 WIB.
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https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/16/19152051/penumpang-bercanda-bawa-bom-penerbangan-lion-air-pekanbaru-jakarta

57

bawaan dan kargo dari 147 penumpang dewasa, satu anak-anak dan tiga bayi
tersebut. Diketahui ia tidak membawa bahan peledak apapun.®®

Penumpang Lion Air JT 261 Boeing 737-900ER registrasi PK-LHY dengan
tujuan Balikpapan-Surabaya yang berinisial EF, mengatakan kepada petugas
kabin bahwa dia membawa bom kedalam pesawat pada hari Jum’at
(18/5/2018). EF lalu dikeluarkan dari pesawat yang membawa 209
penumpang dewasa, 3 anak-anak, serta 3 bayi ini dan diamankan oleh pihak
keamanan bandara.®

Dua orang penumpang maskapai Garuda Indonesia GA-265 bercanda prihal
bom jika mereka membawa bom di dalam tas mereka. Lantas merekapun
diperiksa oleh pihak keamaan Bandara Banyuwangi Jawa Timur, dan
diketahui mereka adalah anggota DPRD, yaitu Basuku Rachmad dari Hanura
dan Nauval Badri dari Gerindra. Dalam pemeriksaan, hanya ditemukan
parfum dan korek api yang merupakan barang mudah terbakan yang dimiliki
oleh Nauval dan kejadian ini telah diserahkan oleh pihak maskapai untuk
menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang yaitu polisi untuk
diperiksa.5!

Penumpang Lion Air yang berinisial YS yang melakukan penerbangan

Jakarta-Kuala Lumpur pada hari Minggu (27/5/2018) melakukan lelucon

%9 https://travelmaker.id/2018/05/17/informasi-terkini-penerbangan-batik-air-id-6659-rute-lombok-

praya-cengkareng-dan-id-6140-rute-cengkareng-ternate/, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:24

WIB.
80https://news.detik.com/berita/4027369/bercanda-bom-penumpang-lion-rute-tarakan-balikpapan-

diamankan, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:25 WIB.

61https://regional.kompas.com/read/2018/05/23/18244091/bercanda-soal-bom-2-anggota-dprd-

diturunkan-dari-pesawat, diakses pada 7 Maret 2020, pukul 12:59 WIB.
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mengenai bom kepada pihak kabin pesawat. Hal ini membuat penerbangan
tertunda.®?

10. Maskapai Lion Air terpaksa menurunkan penumpangnya dalam penerbangan
Pontianak-Jakarta pada hari Senin (28/5/2018). Karena seorang penumpang
yang berinisial FS mengatakan bahwa ada bom didalam kopernya.
Penumpang lainpun panik, membuka pintu darurat dan meloncat dari pesawat

hingga tercatat terdapat orang yang mengalami cedera atas insiden ini.®

Senada dengan hal ini, Ombudsman RI , Alvin Lie turut berkomentar dengan
mengganggap bahwa hal ini menandakan kejadian tersebut harus ditangani serius
dan bukan untuk membuat supaya orang lain tertawa, terbukti pada maraknya
ancaman bom yang mencapai 10 kasus pada bulan Mei 2018 tersebut terjadi
akibat lembeknya pemerintah dalam menegakkan hukum serta mengabaikan
keselamatan orang banyak yang berada di lingkungan penerbangan dan hanya
sekedar mengakomodir pelaku ancaman bom itu hanya diperiksa, minta maaf dan

membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi tindakan tersebut.54

Pada dasarnya, semua tindakan yang berupa sebuah ancaman atau bisa
dikatakan bomb joke/ bomb threat tersebut tidak dihalalkan oleh hukum manapun
dan tentu saja akan mendapatkan sanksi apabila dilakukan baik dalam
penerbangan maupun tempat tempat vital yang sekiranya strategis dan banyak

orang disana. Terlepas dari motif atas tindakan ini dilakukan, baik itu berunsur

52https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/28/passenger-removed-from-jakarta-flight-for-
cracking-bomb-joke.html, diakses pada 6 Maret 2020, pukul 12:31 WIB.

83https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/31/passenger-charged-over-bomb-remark.html,
diakses pada 7 Maret 2020, pukul 13:11 WIB.

64https://bandung.kompas.com/read/2018/06/01/09502431/ombudsman-candaan-bom-di-pesawat -
adalah-ancaman-bukan-lucu-lucuan diakses pada 6 Maret 2020, pukul 13:00 WIB.
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sengaja, dan tidak disengaja, ataupun berunsur lelucon. Karena jelas tindakan
yang membuat rasa mencekam dan ketakutan secara besar itu bukan hal yang bisa
ditolelir lagi, karena jika kita lengah maka dampak akibat tindakan ini akan besar

pula.

Diberbagai bandara sendiri, SOP (Standard Operational Prosedure) dalam
masalah keamanan dan pemeriksaan terhadap penumpang sangatlah ketat, bisa
dikatakan hampir sulit jika seseorang membawa alat peledak dalam arti
sesungguhnya dalam penerbangan. Namun tetap, sikap kewaspadaan dan
pencegahan selalu ada sehingga tidak ada istilah kecolongan untuk dapat

menciptakan rasa keamanan dan kenyamanan.

SOP itu sendiri memiliki alur yang panjang, yaitu:

1. Calon penumpang pesawat harus diperiksa oleh petugas keamanan bandara
baik secara fisik maupun dengan alat bantu pemeriksaan yang canggih.

2. Petugas keamanan bandara memeriksa secara intensif bagi calon penumpang
yang dianggap mencurigakan, dan petugas keaman bandara berhak melarang
terbang calon penumpang yang menolak untuk diperiksa secara fisik maupun
dengan alat bantu yang canggih tersebut. Prosedur penolakan yang
dilakukan oleh petugas keamanan bandara yaitu :

a. Petugas keamanan bandara memberitahu kepada perusahaan penerbangan
bahwa calon penumpang menolak diperiksa, lalu;
b. Setelah mengetahui alasan mengapa calon penumpang menolah

diperiksa, perusahaan penerbangan sebagai pengangkut tersebut harus
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menolak keberangkatan calon penumpang itu dengan menyediakan
blanko identitas yang memuat identitas calon penumpang, alamat pemilik
untuk diisi dan dipasang oelh penumpang pada bagasi kabinya.

c. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut menugaskan petugas
keamanannya lalu ditugaskan untuk bekerja sama dengan petugas
keamanan bandara untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang

d. Perusahaan  penerbangan yang mengangkut calon penumpang
penempatkan petugas yang berwenang untuk pemeriksaan tatkala
boarding pass atas calon penumpang yang akan naik ke pesawat sesuai
tujuan masing-masing.®

3. Jika diketahui, ada barang yang dilarang tersebut lolos pada saat pemeriksaan
dan diketahui calon penumpang atau bisa dikatakan sebagai pelaku masih
ada di bandara maka pelaku tersebut akan diperiksa lebih intensif di dalam
ruangan terpisah untuk mengetahu kebenaran dari keterangannya.

4. Dan jika apabila diketahui ada barang yang dilarang tersebut lolos pada saat
pemeriksaan dan diketahui calon penumpang tersebut sudah berada didalam
pesawat dan barangnya telah masuk kedalam bagasi, maka pemeriksaan extra
intensif akan dilakukan, bukan hanya pemeriksaan barang bawaan pelaku,
namun juga semua seisi pesawat juga ikut diperiksa untuk menghindari
kekhawatiran bila dalam kasus ini benar-benar membawa barang berbahaya ,

dan telah berpidah tempat.

 H. K Martono, dkk, Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara
Berdasarkan UURI No. 1 tahun 2009. Edisi 1, Cetakan ke-1. (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2011)., 95.
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5. Petugas keamanan bandara berhak untuk melakukan tindakan yang
sekiranya perlu untuk dilakukan yang bertujuan untuk memastikan
keselamatan penumpang dan stakeholder penerbangan lainnya seperti
a. Memeriksa Seluruh Penumpang,

b. Menunda Keberankatan,
c. Membatalkan Penerbangan,

d. Atau Bahkan Melakukan Pengosongan/ Mensterilkan Bandara.

Atas analisis diatas ini merupakan salah satu alasan yang penulis catat bahwa
tindakan perbuatan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan ancaman pidana
yang tegas dinilai dari segi psikis yang menciptakan ketakutan dan ketegangan,
dinilai dari segi efektifitas karena dengan adanya hal ini dibutuhkan pemeriksaan
intensif hingga bukan tidak mungkin menutup bandara, lalu dari segi nilai
kerugian yang muncul baik saat proses pemeriksaan maupun setelahnya, baik dari
pihak maskapai, bandara, dan calon penumpang lain. Tentu ini adalah sebuah

kerugian yang patut untuk disorot.

D. Tinjauan Hukum Terhadap Tidakan Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam

Penerbangan Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam

Penerbangan Menurut Hukum Positif

Sebenarnya larangan atas tindakan ini sejatinya sudah lama diumumkan,
hanya saja sedikit orang yang mengetahuinya. Dari contoh-contoh diatas

adalah bukti nyata, bahwa benar seperti yang dinyatakan oleh Ombudsman RI
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bapak Alvin Lie bahwa dalam kasus ini harus ditangani dengan serius, dan
bukan untuk sarana lelucon. Karena dilihat dari dampak yang terjadi memang
ancaman bom merupakan momok bagi siapapun, karena bayangan
masyarakat jika ada bom, maka akan timbul korban dan kerusakan yang
besar, serta kerugian yang tentu saja tidak bernilai sedikit. Maka dari itu,
ketika hal itu terjadi, penumpang menjadi panik hingga meloncat dari pesawat
yang tentu saja juga bahaya karena akan menimbulkan korban pula, atau

bahkan sampai ada korban meninggal karena panik atas hal ini.

Adanya sanksi tegas sejatinya sudah menanti bagi penumpang pesawat
yang bercanda prihal bom, ataupun adanya ancaman mengenai bahan
peledak, entah itu nyata adanya atau tidak. Barangsiapa orang yang
melakukan hal ini berpotensi terkena sanksi penjara bagi siapapun yang
melakukan hal ini di lingkungan penerbangan, baik di bandara maupun di
pesawat. Sanksi bagi pelaku pun bisa dikatakan sangat berat, karena akan
dikenakan sanksi penjara selama satu tahun seperti yang termaktub dalam UU

No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu:

Pasal 344 yang menyebutkan:

PASAL 344

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (Acts of
Unlawful Interference) yang membahayakan keselamtan penerbangan dan

angkutan udara berupa
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a. “Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang
sedang di darat;”

b. “Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara:”

c. “Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara,
atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah;”

d. “Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam
pesawat udara atau bandar udara tanpa izin,dan”;

e. “Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan

penerbangan.”

Dan pasal 437 yang menyebutkan:

PASAL 437

a. “Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf
e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

b.“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.”

c. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun.”
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Sedangakan, kualifikasi dalam Undang-Undang Terorisme terdapat 19
pasal tentang hal ini, dimulai pada pasal 6 hingga pasal 24, pada pasal 6

dijelaskan bahwa:

PASAL 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap
orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa ataau harta benda orang lain,
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang
Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Bomb Joke/ Bomb Threat Dalam

Penerbangan Menurut Hukum Islam

Perilaku yang bisa dikatakan sebagai istilah al-Irhab atau memiliki arti
menciptakan ketakutan. Lalu, dalam hukum pidana Islam sendiri secara
umum jika ditinjau dari unsur-unsurnya hal ini bisa digiyaskan kepada
jarimah hirabah, namun tindakan ini bisa juga digiyaskan kepada jarimah
bughat, tergantung pada motif dan tujuan dilakukannya tidakan tersebut yaitu
adanya sifat mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti serta meneror yang

menimbulkan perasaan terancam secara psikis maupun fisik pada tiap
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individu pada masyarakat serta kemungkinan terjadinya kerusakan barang-

berharga yang lain.

Sedangkan dalam Islam sendiri ada beberapa sifat yang harus dipenuhi

yaitu:

a. Dari Sifat Tindakannya.
b. Akbibat Dari Tindakannya.
c. Motif Atas Tindakannya.

d. Taktik Model Tindakannya

Berdasarkan atas hal ini, terorisme jika ditinjau dari segi jarimahnya,
maka tindakan ini termasuk dalam jarimah hudud. Mengapa demikian?
Karena tindakan tersebut atau perbuatan yang dilanggar tersebut adalah jenis
ancaman yang hukumannya telah ditentukan oleh nash al-Qur’an dan al-

Hadist. Ketentuan sanksinya dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu :

3l 3l o sled 3T 3 Osangs Aylgg dllf 088 il 155 )
& w33 B s 1) Sl o5NT (e 1524 31 Cals 23 (45T gl 1l
skt D1ie 2R T

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,
hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan
kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh
siksaan yang besar.”( Q.S. Al-Maidah : 33 )%¢

e \n

]

% Al-Qur’an, 5[ Al-Maidah]: 33.



66

Lalu, bentuk-bentuk jarimah hirabah ada 4 (empat) macam, yaitu:®’

a. Menakut-nakuti, meskipun tanpa mengambil harta dan tanpa membubuh,
dan hukumannya adalah pengasingan. Arti pengasingan sendiri adalah
dipenjara dan lamanya pengasingan tersebut tidak terbatas sampai ia
benar-benar bertaubat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Mayoritas Mazhab adalah hukuman ta’zir. Sedankan menurut mazhab
Hambali lamanya pengasingan adalah satu tahun, digiyaskan dengan
pengasingan tindak pidana perzinaan.

b. Dalam kasus ini jika engambil harta tanpa membunuh, menurut mayoritas
Mazhab hukuman yang akan diperoleh adalah dipotong tangan dan
kakinya secara bersilang. Sedangkan menurut Malik hukumannya
diserahkan kepada hakim untuk memilih, selain hukuman pengasingan.

c. Membuhuh tanpa mengambil harta, menurut Mazhab Hanafi hukumnya
adalah hukuman hadd tanpa disalib, sedangkan menurut mayoritas
Mazhab hukumannya adalah dibunuh dan disalib.

d. Mengambil harta dan membunuh orangnya, menurut mayoritas Mazhab,
sedangakn pendapat Mazhab Hanafi, hakim boleh memilih 3 alternatif
yaitu:

1) Potong tangan dan kaki, lalu dibunuh dan disalib.
2) Dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki

3) Disalib baru dibunuh.

67 Abd al-Qadir ‘Audah, At-Tasyri al-Jinai, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011),
532-538.
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Jika dinilai dari sifatnya serta motif terjadinya tindakan bomb joke/ bomb
threat ini, juga bisa dikatakan sebagai Ghibah yaitu dengan menyebarkan
berita palsu. Allah SWT tidak menghendaki umatnya untuk berkata dusta,

memfitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain.

Sanksi bagi siapa saja yang menjadi pelaku dalam penyebaran berita
bohong dalam hokum pidana Islam adalah ta ’zir yang berarti hukuman yang
tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Hukuman fa zir sendiri harus

diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.



BAB IV

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA BOMB
JOKE/ BOMB THREAT MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat

Menurut Hukum Positif

Pertanggungjawaban pidana didalam hukum positif bermakna bahwa, setiap
orang yang melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana, sebagaimana
yang telah dirumuskan dalam undang-undang maka orang tersebut dikatakan patut
untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan dengan
kesalahan yang telah diperbuatnya.

Jika berkaca pada konsep pertanggungjawaban pidana yang telah dijelaskan
di BAB I, jika dikorelasikan untuk menganalisa dalam kasus ini unsur-unsur
yang bisa menyebabkan seseorang bisa dikatakan bersalah adalah:

1. Adanya kesengajaan, atau
2. Adanya kelalaian (culpa),

3. Dan, dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, kesalahan hanyalah terdapat dua bentuk sengaja dan lalai.
Namun jika membahas tentang keduanya kita berarti juga membicarakan tentang
pertanggungjawaban yang merupakan dasar fundamental dalam hukum pidana.
Sehingga bisa dikatakan, kesalahan yaitu dalam bentuk sengaja atau lupa ini

merupakan inti dari hukum pidana. Karena dasar dipertanggungjawabkannya
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suatu perbuatan seseorang apabila hal-hal tersebut telah terbukti memiliki unsur-

unsur pidana, dan terbukti pula kesalahannya.

Dalam kasus ini, dari beberapa kasus yang ada mengenai bomb joke/ bomb
threat ini sang pembuat (dader) memiliki unsur kesalahan yaitu pelaku sejatinya
menyadari atas apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan ditimbulkan dari
perbuatannya. Namun penulis menilai bahwa tindakan tersebut adalah tindakan
yang lalai karena tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan tersebut. Atas
dasar kelalaian dan ketidak hati-hatian ini maka terciptalah delik kelalaian yang
dalam bentuk pertanggungjawabannya adalah diancam dengan pidana atas

tindakan yang telah dilakukan.

Selanjutnya adalah dengan memandang modus operandinya, kebanyakan
kasus dari peristiwa bomb joke/ bomb threat dalam penerbangan ini dengan di
latar belakangi dengan “bercanda” dan ketidak hati-hatian jika tindakan bercanda
tersebut memiliki ancaman pidana jika dilakukannya. Dan jika digambarkan
dalam sistem pertanggungjawabannya, pembuat (dader) memiliki niat dalam
dirinya sendiri dan tidak karena dipaksa, dan ia sadar dan bisa membedakan mana
perbuatan baik dan perbuatan buruk yang akan menimbulkan keresahan ataupun

kerugian atas tindakan yang telah ia lakukan.

Dan dalam kasus bomb joke/ bomb threat ini telah diketahui bahwa ada suatu
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tentunya telah diundangkan dalam
peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan. Menurut pendapat penulis, dalam kasus ini unsur-unsur yang
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terpenuhi lebih cocok ada pada Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tepatnya pada

pasal 344 dan Pasal 437 yang berbunyi:

PASAL 344

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful

interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara

berupa :

a)

b)

d)

1)

Menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang
sedang di darat;

Menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara:

Masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau
wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah

Membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam
pesawat udara atau bandar udara tanpa izin, dan

Menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan

penerbangan.

Dan hukuman bagi pelaku tersebut terdapat pada pasal 437 yaitu :

PASAL 437

Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan
keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
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2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 8 (delapan) tahun.

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun.

Maka dari situlah, penulis menganggap karena mengacu pada aspek ini yang
bisa menjadi alasan kedua mengapa tindakan bomb joke/ bomb threat ini harus
ditangani dengan serius dan tegas. Dan dengan telah adanya kasus yang telah
masuk ke ranah pengadilan dan telah ada yang dijerat dan ditetapkan dengan
undang-undang ini dalam kasus adalah suatu terobosan yang luar biasa bagi

kemajuan hukum positif di Indonesia.

. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat

Dalam Penerbangan Menurut Hukum Islam

Hampir semua negara mengalami terror mengenai pesawat, salah satunya
terjadi pada pesawat Saudi Airlines yang terbang dari Madrid menuju Riyadh
dengan nomor penerbangan SVA Flight 226. Dalam kejadian itu dikatakan
kepolisian di Madrid menyerukan tanda bahaya dan mengevakuasi penumpang
setelah menemukan sebyah benda dengan tulisan dalam kertas yang ditusuk oleh
pisau dan bertuliskan “ada bom di atas pesawat”. Dan juga yaitu pada kejadian
yang dialami Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat pada 6 Oktober 1981. Duduk

di bangku kehormatan, ia tidak menyangka jika terdapat para pembunuh yang
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menanti waktu yang tepat ketika semua orang sedang mendongkak menyaksikan
manuver pesawat tersebut. Lalu terdapat empat pria bersenjata berlari kearah
Sadat dan memberondong peluru dari jarak dekat.

Jika ditinjau dari unsur-unsurnya penulis menganggap bahwa kejadian bomb
joke/ bomb threat ini bisa dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita palsu/
ghibah, dan bukan termasuk kategori pemberontakan/ terorisme.

Dalam BAB Il telah dijelaskan bahwa seuatu dapat dikatakan melawan
hukum apabila disengaja dan terkadang karena kekeliruan. Sengaja sendiri secara
harfiah erat kaitannya dengan tindakan pembunuhan sehingga dapat dikategorikan
lagi menjadi sengaja namun menyerupai sengaja Yyaitu pengertian secara
tekstualnya adalah melakukan penyerangan namun tanpa memiliki niat untuk
membunuh. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan adalah kematian pada korban.
Hal ini cocok bila ditarik ulur kedalam tindakan bomb joke/ bomb threat ini
dikategorikan sebagai terorisme karena adanya kesengajaan untuk mengancam
atau menyerang seseorang yang kemungkinan berdampak kepada terbunuhnya
seseorang dan menyebabkan kerugian.

Terlebih tindakan bomb joke/ bomb threat ini adalah sebuah hal yang dibuat
untuk bercanda, namun hanya saja bercanda yang sejatinya dilarang karena
memiliki unsur untuk menakut-nakuti, berdusta, mencela, menuduh kesesama
manusia, yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Sebagaimana
yang telah dijelaskan dalam BAB Il mengenai etika bercanda secara umum, juga
adab bercanda menurut agama. Sehingga kita dapat mengidentifikasi atas

bercanda yang biasa atau bercanda yang memiliki unsur menyakiti.
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Dalam hal ini, tindakan bomb joke/bomb threat ini dalam hukum Islam bisa
dikatakan sebagai penyebaran berita palsu/ ghibah. Jika mengacu kepada konsep
pertanggungjawaban hukum pidana Islam sesuatu bsa dikatakan sebagai pidana
apabila memenuhi unsur pidana, adapun unsur-unsur pidana sendiri telah
dijelaskan dalam BAB 11 dan disini penulis mencoba untuk mengidentifikasi tiap
unsur tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut merupakan
bentuk pidana penyebaran berita palsu/ ghibah,yaitu:

1) Unsur Formal
Adanya nash yang menjelaskan perbuatan ghibah ini dilarang yaitu pada

al-Qur’an yang berbunyi:

P< P <L T4 $oc ¢ VR sg e o S0 a2t L s, o g5
O G e Tl sy Ug Tl O 58 G 506 155 of 54 5T il

Lo
Artinya: “Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu.” ( Q.S. Al-Hujurat : 6 )%
2) Unsur Material

Dalam unsur ini harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut membentuk
jinayah. Larangan akan tindakan penyebaran berita palsu/ ghibah sendiri juga
termaktub dalam al-Qur’an Surat al-Hujurat ayat 6 tersebut.

3) Unsur Moral
Unsur ini telah menunjukkan bahwa diantara kasus-kasus bomb joke/

bomb threat ini yang terjadi bahwa si pembuat (dader) ini telah mukallaf dan

8 al-Qur’an 49 [al-Hujurat] : 6.
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mampu menerima khitab sehingga bisa dituntut dan dimintai
pertanggungjawaban atas kejahatan yang sudah dilakukannya.

Untuk mengidentifikasi jarimah atas tindakan ghibah atau penyebaran
berita palsu ini termasuk dalam jarimah ta zir dimana hukuman tersebut tidak
punya ketentuan didalam nash al-Qur’an ataupun al-Hadits, sehingga untuk
menjadikan putusan hukuman melalui putusan dari Qadi atau Ulil Amri
untuk menentukan ketentuan hukum atau mengeluarkan fatwa berdasarkan
hukum Islam.

Menurut penulis Pelaku tindak pidana penyebar berita palsu ini mendapat
hukuman ta’zir yang berupa hukuman dengak kawalan tidak terbatas.
Maksud dalam hukuman ini adalah, pelaku mendapat hukuman kurungan
terus menerus sampai ia menampakkan taubat sampai ia mati. Diatakan
bahwa hukuman ini tidak ditentukan lamanya, karena memang sifat dari
hukuman ini tidak terbatas, bahkan sampai pihak terhukum mati. Jadi,
hukuman ini akan berakhir seiring dengan kematian pihak terhukum atau

hingga ia bertaubat sebelum mati dan istigomah bertaubat sampai ia mati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan mulai dari BAB | hingga BAB

IV mengenai “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Bomb Joke/ Bomb Threat

Dalam Penerbangan Menurut Hukum {Positif dan Hukum Pidana Islam, maka

diperoleh inti sari dalam kajian ini yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah sesuatu yang
dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan
perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Istilah bomb joke/ bomb threat ini adalah sebuah ancaman yang biasanya
diucapkan secara verbal ataupun tertulis, dengan menggunakan objek bom, alat
pembakar, atau alat peledak lain untuk menakut-nakuti orang-orang yang ada
disekitarnya. Meski begitu, istilah bomb joke/ bomb threat ini sendiri belum
tentu nyata adanya, dan belum tentu terjadi karena pada dasarnya tindakan ini
hanyalah bersifat untuk sebagai ultimatum ataupun hanya untuk sekedar
menakut-nakuti.

Sedangan konsep pertanggungjawaban dalam arti sempit kesalahan dapat
berbentuk
a. sengaja (opzet) atau
b. lalai (culpa), dan tentu saja jika membahas tentang keduanya tentu kita juga

sedang membicarakan tentang pertanggungjawaban.
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Artinya pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dalam
suatu hukum pidana sehingga kesalahan merupakan inti dari hukum pidana.
Selanjutnya, dasar hapusnya pidana lazimnya dibagi menjadi dua, yaitu dasar
pembenar (rechtsvaardingingdgronden) dan dasar pemaaf

(schulduitslutingsgronden atau verontschuldingsgronden).

Adanya sanksi tegas sejatinya sudah menanti bagi penumpang pesawat
yang bercanda prihal bom, ataupun adanya ancaman mengenai bahan peledak,
entah itu nyata adanya atau tidak. Barangsiapa orang yang melakukan hal ini
berpotensi terkena sanksi penjara bagi siapapun yang melakukan hal ini di
lingkungan penerbangan, baik di bandara maupun di pesawat. Sanksi bagi
pelaku pun bisa dikatakan sangat berat, karena akan dikenakan sanksi penjara
selama satu tahun seperti yang termaktub dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan tepatnya pada pasal 344 dan pasal 437.

Maka dari situlah, penulis menganggap karena mengacu pada aspek ini
yang bisa menjadi alasan kedua mengapa tindakan bomb joke/ bomb threat ini
harus ditangani dengan serius dan tegas. Dan dengan telah adanya kasus yang
telah masuk ke ranah pengadilan dan telah ada yang dijerat dan ditetapkan
dengan undang-undang ini dalam kasus adalah suatu terobosan yang luar biasa

bagi kemajuan hukum positif di Indonesia.

. Pengertian pertanggungjawaban pidana secara etimologis bahasa arab adalah
al-mas 'uliyah al-jina’iya Secara terminologis pertanggungjawaban pidana

adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
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perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang
ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas dasar
kemauan sendiri.
Pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal yaitu:%°
a. Adanya Perbuatan Yang Dilarang.
b. Dikerjakan Dengan Kemauan Sendiri.

c. Pembuatnya Mengetahui Terhadap Akibat Perbuatan Tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, yang dapat dibebani hukuman adalah
manusia yang sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tersebut.
Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindakan
pidana dapat dibebani pertanggungjawaban. Dan sebaliknya jika dalam ketiga
hal tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tersebut tidak

dapat dibebani pertanggungjawaban. Oleh karenanya, tidak ada

pertanggungjawaban bagi:

a. Anak-Anak.
b. Orang Gila.
c. Orang Dungu.
d. Orang Yang Hilang Kemauannya.
e. Dan Orang Yang Dipaksa Atau Terpaksa.®
Selain itu, badan hukum dikenai pertanggungjawaban pidana pula. Karena

badan hukum tidak bisa berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan

% Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 136
0 Topo Santoso, Loc.Cit
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perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili
badan hukum tersebut.

Dalam hal ini, tindakan bomb joke/bomb threat ini dalam hukum Islam
bisa dikatakan sebagai penyebaran berita palsu/ ghiba Jika mengacu kepada
konsep pertanggungjawaban hukum pidana Islam sesuatu bsa dikatakan
sebagai pidana apabila memenuhi unsur pidana, adapun unsur-unsur pidana
sendiri telah dijelaskan dalam BAB Il dan disini penulis mencoba untuk
mengidentifikasi tiap unsur tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan
tersebut merupakan bentuk pidana penyebaran berita palsu/ ghibah,yaitu:

a. Unsur Formal
b. Unsur Material

¢. Unsur Moral

Untuk mengidentifikasi jarimah atas tindakan ghibah atau penyebaran
berita palsu ini termasuk dalam jarimah ta’zir dimana hukuman tersebut tidak
punya ketentuan didalam nash al-Qur’an ataupun al-Hadits, sehingga untuk
menjadikan putusan hukuman melalui putusan dari Qadi atau Ulil Amri untuk
menentukan ketentuan hukum atau mengeluarkan fatwa berdasarkan hukum

Islam.

Menurut penulis Pelaku tindak pidana penyebar berita palsu ini mendapat
hukuman ta ’zir yang berupa hukuman dengak kawalan tidak terbatas. Maksud
dalam hukuman ini adalah, pelaku mendapat hukuman kurungan terus menerus

sampai ia menampakkan taubat sampai ia mati.



79

B. Saran

Setelah memetik manfaat dari penulisan skripsi yang penulis susun ini, maka

saran dari penulis berikan kepada pembaca sekalian adalah sebagai berikut:

1.

Saran penulis kepada pemerintah diharapkan menegakkan hukum dengan
setegak-tegaknya, dan setegas-tegasnya kepada siapapun tak pandang bulu
tanpa memandang jabatan dan kekuasaan sehinga sampailah kepada
terwujudnya cita-cita hukum Indonesia yang menjunjung tinggi kemuliaan
insan manusia yang bermartabat. Serta tak segan memberi edukasi,
pemahaman, serta sosialisasi yang benar dari berbagai faktor-faktor di bidang
hukum manapun.

Kepada masyarakat Indonesia, penulis berharap kepada semua elemen
masyarakat untuk memantau, untuk membantu, untuk mengawal pihak
pemerintahan dalam menangani persoalan-persoalan di bidang hukum demi
menciptakan kehidupan yang berkeadilan luhur, dan juga kondisi sosial dan
fenomena masyarakat yang terjadi sampai dengan pelaksanaan proses hukum
agar tidak menyeleweng dan terbengkalai.

Kepada akademisi dan peneliti, penulis berharap bisa mengembangkan teori
yang relevan dengan kasus dan gejala sosial masyarakat, mengingat sifat

dinamis suatu hukum.
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